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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

Mengingat

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
SATU DATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat
(5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Satu Data,;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah  Swatantra  Propinsi
Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1284);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne

2014 tentang
gara Republik

Tahun 2017

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun|2018 tentang
Sistem  Pemerintahan  Berbasis| Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun|2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 17 |Tahun 2020
tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia|Tahun 2020
Nomor 1745);

tentang Jaringa Informasi
Geospasial Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan |[Timur Tahun
2017 Nomor 27);

Peraturan Gubernur Kalimantan TirFur Nomor 27

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA.




Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

10.

11.

12.

13.
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| BAB I
‘ KETENTUAN UMUM

! Pasal 1

Daerah !adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Gubermil.lr adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai uns‘r.u' penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

| ... . . .
yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan

Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenaqgan Daerah.

Perangkht Daerah provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan
Perwakillan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

|
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut

Bappedel adalah Perangkat Daerah yang menyelcniiarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

|
Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan PemLangunan Daerah
Provinsi ‘Kalimantan Timur.

Sistem Pilernerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutn)&'a disingkat SPBE
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna
SPBE.

Instansi lPus.at adalah kementerian, lembaga pemerintah| nonkementerian,
kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural,
dan lemliaaga pemerintah lainnya,

Instansi [Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah
kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sckretariat dewan
perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

Satu Data Kalimantan Timur adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah
Daerah l!.mtuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan
dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan
antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data,
Metadate't, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan
Data Indbik.

Data ada'dah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka,
karakterJ simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau
bunyi, y‘lang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan
suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri
khusus ‘suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan,
pengolah;am, penyajian, dan analisis.
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Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannys ditujukan untuk
keperlu‘lsm yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat
yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya

menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.

Statistill Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk
memenlllhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangkd penyelenggaraan
tugas-tl.:lgas pemerintahan dan pembangunan yang meru#akan tugas pokok
instansi{ yang bersangkutan.

Statistil# Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya
memem.llhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan,
kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang p

| ditujukan untuk
sosial budaya dan
nyelenggaraannya

dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat
lainnya.!
Data Get!:)spasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran,

dan/ atéltu karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada
di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

Informa$i Geospasial adalah Data Geospasial yang sudaL diolah sehingga
dapat c;ligunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan,
pengamllailan keputusan, dan/atau pelaksanaan | kegiatan yang
berhubungan dengan ruang kebumian.

objek ya1|1g dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik
di muka%bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang

penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.

Informa |i Geospasial Tematik adalah informasi 'geospasial yang
menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada
informas:i geospasial dasar yang penyelenggaraannya| dilakukan oleh
instansi Femerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.

Informasi Geospasial Dasar adalah informasi geospasial yrng berisi tentang

. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertenifu.
22.

Metadata;t adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku
untuk rlnenggambarkan Data, menjelaskan Data, serlta memudahkan
pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar
sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Kode Relferensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau
menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu| sebagai rujukan

identitas! Data yang bersifat unik.

Data Incl:uk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis
pemerint:ah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan |dal&lm Peraturan
Presiden"Nomor 39 Tahun 2019 untuk digunakan bersama.

Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dajam jumlah besar

dengan nl'lekanisme sistematis dan terstruktur.

Sistem J|aringan adalah kumpulan simpul-simpul sumb?rdaya perangkat
komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung

melalui sistem komunikasi data, sechingga dapat diakses secara bersama.

Jaringan\ Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya|disebut Jaringan
IG Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi
Geospasi:al secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan
berkesinz}a.mbungan serta berdayaguna.
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Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi

secara ?tomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan
kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang

diperlukan.

Daftar ]I)ata adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun
selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data
Kalimax}'tan Timur.

Forum ‘Satu Data Kalimantan Timur adalah wadah| komunikasi dan

koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan

Satu Dalta Indonesia.

Portal S%ltu Data Kalimantan Timur adalah media bagi-pakai Data di tingkat
Kalimantan Timur yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi
informa$i dan komunikasi.

Pembina:. Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan
pembina'}an terkait data dan/atau Instansi Daerah| yang diberikan
penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur

dalam Pl:raturan Gubernur ini.

WaIidatA adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan
pengumll:aulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang|disampaikan oleh
Produseiil Data, serta menyebarluaskan Data.
‘db‘alidataT Pendukung adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan
tugas malembantu Walidata dalam kegiatan pengumpulan, [pemeriksaan, dan
pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta

menyeb%rluaskan Data.

Produser!1 Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang
menghae;‘,ilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerqh, perseorangan,

kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah adal institusi yang

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan One Data One Map yang meliputi
penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan,
pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan pen))ebarluasan serta

pemanfaatan Informasi Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik.

‘ Pasal 2
|

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata
kelola Data yvang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dntuk mendukung
perencax%aan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendali%m pembangunan
daerah jserta efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan| interoperabilitas
pengelols’ran Basis Data elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
a. meml?erikan acuan dalam penyelenggaraan tata keglola Data untuk
mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian

pemblangunan di Daerah;

b. mewdjudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
diperﬁanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dib?gipakaikan antar
Perangkat Daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan,

pelaklsanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
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c. menflorong keterbukaan dan transparansi Data | sehingga tercipta

perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis
pada Data; dan

d. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas|pengelolaan Basis
Data[ elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas
dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuaj prinsip Satu Data
Indm:lesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

’. Pasal 3
Ruang lingIJ:up Peraturan Gubernur ini meliputi :
a. jenis da:ta;
b. prinsip Satu Data;
c. penye]erilggara Satu Data; dan
d. penyelenggaraan Satu Data.

BAB II
JENIS DATA

Pasal 4

(1) Jenis Data pada Satu Data terdiri atas:
a. Informasi Geospasial; dan
b. Data Statistik.

(2) Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Informasi Geospasial Dasar (IGD); dan
b. Informasi Geospasial Tematik (IGT).

(38) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Statistik Dasar;

b. Stati[stik Sektoral; dan
c. Statistik Khusus.
|
BAB III
PRINSIP SATU DATA KALIMANTAN TIMUR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

{1) Satu Data dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
a. Datalyang dihasilkan oleh Produsen Data harus meme}nuhi Standar Data;
b. Data|yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
c. Datal yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah
Interoperabilitas Data; dan

d. Data' yang dihasilkan oleh Produsen Data harus . menggunakan Kode
Referensi dan/atau Data Induk.

(2) Prinsip ..?atu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua
‘ Standar Data

Pasal 6

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.

(2) Standar,Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
konsep;
definisi;
klasifikasi;
ukulljan; dan
satu%am.

o po TP

(3) Konsep !s:ebagajmana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang

mendasrlﬂi Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

(4) Definisi Tsebaga.imana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan
tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan

cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.

(5) Klasiﬁk&i__si sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ merupakan
penggolc'fnga.n Data secara sistematis ke dalam kelom l ok atau kategori
berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan
secara luas.

(6) Ukuran |sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang
digunak'fm dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

(7) Satuan #ebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran
tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau
menakar sebagai sebuah keseluruhan.

(8) Penetap&'m mengenai Standar Data dilaksanakan dengan berpedoman sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
| Metadata

Pasal 7

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapr dengan Metadata.

(2) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mengiku|ti :
a. struktur yang baku; dan

b. form%it yang baku

(3) Strukturi yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merujuk
pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.

(4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merujuk
pada spe!siﬁkasi atau standar teknis dari Metadata.

(5} Strukturyang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraw- uran perundang-
undangan.
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Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 8

(1) Data Jang dihasilkan oleh Produsen Data harus
Interopfl:rabilitas Data.

(2) Untuk r:nemenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaim

ayat { 1), Data harus:
a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/ skema/ k
dan'i semantik/ artikulasi keterbacaan; dan

memenuhi kaidah

ana dimaksud pada

mposisi penyajian,

b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

(3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 9

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Datayang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi

dan/ at?.u Data Induk.

(2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

|
undangan.

b

[ BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA KALIMANTAN 1]

) Bagian Kesatu
Umum

’ Pasal 10

(1) Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh:
a. Perrllbina Data;
b. Wallidata;
c. Walidata Pendukung; dan
d. Produsen Data.

(2) Penyele
dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 11

(1) Pembinfa Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

mempunyai tugas:

| . "
a. rnerlnberlkan rekomendasi dalam proses perencanaan

dan

b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu D

ket?ntuan peraturan perundang-undangan.

nggara Satu Data sebagaimana dimaksud padal

[TMUR

ayat (1) ditetapkan

0 ayat (1) huruf a
pengumpulan Data;

ata sesuai dengan
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(2) Pernbin:a Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Statistik Provinsi Kalimantan Timur.

|
(3) Pembin;a Data Geospasial sebagaimana dimaksud
diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringa

dalam Jaringan IG Nasional.

yaitu Badan Pusat

pada ayat (1) yang
| Pemerintah Daerah

1

Bagian Ketiga
Walidata

Pasal 12

(L WalidaT'ta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai
tugas:

a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai
degllgan prinsip Satu Data Indonesia;
menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Sat
Portal Satu Data; f
mt?mbantu Pembina Data dalam membina Produsern Data; dan
memberikan dukungan dan pendampingan kep%da Walidata tingkat
ka:bupaten /kota dalam penyelenggaraan Satu Data.

b. Data Indonesia dan

c.
d.

(2) Dinasj Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas Walidata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata
Pendtlhkung.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 13

(1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf ¢
mempunyai tugas:
a. nﬁembantu Walidata memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh
ﬁrodusen data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia; dan
b. menyebarluaskan Data setelah mendapatkan persietujuan dari Walidata.

(2) Walihata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Produsen Data

Pasal 14

Produsfen Data mempunyai tugas:
a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data,
Mebdata, dan Interoperabilitas Data;

Indonesia; dan

b. melnghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data

c. me:nyampaikan Data beserta Metadata kepada Waliqam.
|

|
|
[
|
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Bagian Keenam
Forum Satu Data Kalimantan Timur

Pasal 15

{1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung Berkomunikasi dan

berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
(2) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.

(3) Forum Satu Data terdiri atas:

a. Pembina Data;

b. Walidata;

c. Walidata Pendukung; dan

d. Forum Satu Data berkoordinasi dengan Pemda Kabnupaten/Kota dalam
Walidata Kabupaten/Kota yang berada di dalam wilayah Daerah.

(4) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat mer

Data dar. /atau pihak lain yang terkait.

(5) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dal
Satu Data Kalimantan Timur mengenai:

a.
b.

Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun sel
pemclenuhan prinsip Satu Data Indonesia dala
perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan
dan penyebarluasan data;

pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia,

terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data;

termasuk selain pemerintah; dan

f.

(6) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi p;
kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasny

{7) Dalam l'|1al terdapat permasalahan yang timbul dalam per
khususpya pada saat pengambilan kesepakatan, Kepala

arahan Gubernur.

(8) Pembentukan Forum Satu Data ditetapkan oleh Keputus

Bagian Ketujuh

Pasal 16

(1) Forum |Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu o
Data tingkat Daerah.

(2) Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud pada a

tugas: ‘

a. merr|1berikan dukungan dan pelayanan
admlinistratif kepada Forum Satu Data; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum

teknis

(3) Sekreta.Liat Satu Data berkedudukan di Bappeda.

(4) Pembentukan Sekretariat Satu Data ditetapkan
Gubernur.

pengrapan unsur-unsur Sistem Pemerintahan berbas

Sekretariat Satu Data Kalimantan Timur

1wyertakan Produsen

penyelenggaraan

jutnya;
penyelenggaraan
data, penyimpanan

is elektornik secara

kerjasama penyelenggaraan Satu Data dengan pihak lain yang terkait,

penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data.

aling sedikit 2 (dua)
a.

temuan koordinasi,
Bappeda meminta

an Gubernur.

leh Sekretariat Satu

yvat (1) mempunyai
operasional dan

Satu Data.

dengan Keputusan
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BAB V

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

a. perencanaan Data;

b. pengumpulan Data;

C. pemerik'saan Data; dan

d. penyimpanan dan penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Perencanaan Data terdiri atas:

PENYELENGGARAAN SATU DATA KALIMANTAN TIMUR

a. pcnentl,llan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun| selanjutnya;

b. penentl.llan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan
c. penentuan rencana aksi Satu Data di tahun selanjutnya.

Paragraf 2
Daftar Data

Pasal 19

(1) Penenthan daftar Data yang akan dikumpulkan di| tahun selanjutnya

dilakukan dengan menghindari duplikasi.

(2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di| tahun selanjutnya

dilakukan berdasarkan:

a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektr
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang s

berpasis elektronik;

b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau

C. rek'omendasi Pembina Data.

orik sesual dengan
istem pemerintahan

(8} Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memyat:

a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan

b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan [sebagai dasar dalam

perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.

(5) Daftar|Data sebagaimana dimaksud pada ayat {3) disa

paikan dalam Forum

Satu |[Data untuk ditetapkan sebagai rencana pembaruan dan/atau
pemutakhiran Basis Data Daerah pada tahun selanjutnya.
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} Paragraf 3

' Rencana Aksi Satu Data Kalimantan Timur

|' Pasal 20

(1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data |Kalimantan Timur

dituangkan dalam rencana aksi Satu Data.

(2) Rencarla aksi Satu Data dapat mencakup:

a. perigembangan sumber daya manusia yang kompeten;
. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Datg Kalimantan Timur;

kegiatan terkait pengumpulan Data,
kegiatan terkait pemeriksaan Data;

- o a0 o

keéiamn terkait penyimpanan dan penyebarluasan Data,
kegiatan terkait pengelolaan dan pengembangan interoperabilitas Basis

Data dari Aplikasi di dalam sistem Jaringan Pemerintah Daerah; dan/

atau

g. ke;giatan lain yang mendukung tercapainya Data|yang sesuai dengan

prinsip Satu Data Indonesia.

J
(3) Rencana aksi Satu Data diusulkan dan disepakati dalam Forum Satu Data

yang dientrigasikan dengan SPBE Provinsi.

5 Paragraf 4
Penetapan Daftar Data dan Rencana
: Satu Data Kalimantan Timur

; Pasal 21

Aksi

(1) Forum Satu Data menentukan daftar Data dan rencana aksi Satu Data paling
lambat pada akhir bulan Desember berkenaan denge{n melampirkan berita

acarsli yang ditandatangani oleh Produsen Data, Wali

data dan Pembina Data.

(2) Kepa{la Bappeda selaku koordinator Forum Satu Data Kalimantan Timur
menyampaikan daftar Data yang telah ditetapkan dan rencana aksi Satu Data
Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayalt (1) untuk ditetapkan
Gubernur sebagai bagian perjanjian kinerja paling lambat pada bulan Januari

berkenaan.

|
(3) Daftar Data yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayafr (2) disimpan dalam Basis Data jaringan intra oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika yang terintegrasi dengan SPBE Provinsi.

| Bagian Ketiga
! Pengumpulan Data

I Pasal 22

(1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesudi dengan:

a. Standar Data;

b. Daftar Data yang telah ditenfukan dalam Forumn Satu Data Kalimantan

i: Timur; dan
¢! jadwal pemutakhiran Data dan rilis Data.

(2) Da:.ta yang dikumpulkan oleh Produsen Data diserta

i dengan Metadata.

[
|
i
I
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(3) Pengum

pulan Data dilaksanakan secara elektronik dan n

on elektronik.

(4) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling

lambat akhir bulan Nopember tahun berkenaan.

(5) Pengumpulan Data dikoordinasikan oleh Walidata.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 23

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan

prinsip
Penduk

Satu Data Indonesia oleh Walidata yang dib
ang.

(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data b
prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan D

Produsen Data.

(3) Produs
dimak

3

s1r1d pada ayat (2).

(4) Dalam 1:1a1 Data yang disampaikan oleh Produsen Data
prinsip Satu Data Indonesia, Walidata melaksanakan:
a. pemlberitahuan kepada Bappeda bahwa Produsen D
perjanjian kinerja;
b. penyimpanan Data yang telah terverifikasi sebagai p
pemutakhiran Basis Data; dan
c. penyebarluasan Data.

(5) Pemeriksaan Data dikoordinasikan oleh Walidata.

Bagian Kelima
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

Pasal 24

(1) Penyi
a tetd
b. terj;
tertutup dan dikecualikan.

p tersedia dan terjaga keasliannya; dan

{2) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada aya
Walidata dengan menggunakan media penyimpanan elek
elektrokik.

{3) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian ak
dan pertukaran Data.

(4) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.

(5) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Dat

n Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeril

ntu oleh Walidata

e

elum sesuai dengan
ata tersebut kepada

ksaan sebagaimana

telah sesuai dengan

ata telah memenuhi

Imbaruan dan/atau

panan Data dilakukan untuk menjamin keamangn Data agar:

aga kerahasiannya untuk Data yang memuat informasi yang bersifat

. (1) dilakukan oleh
tronik dan/atau non

ses, pendistribusian,

a.




(6)

(V)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

{2)

{3)

(1)
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Portal Satu Data menyediakan akses:
a. Kodé Referensi;

b. Data Induk;

o Dat&_i;

d. Meta[ldata; dan

e. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.

Portal Satu Data dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V
AKSES DATA

Pasal 25

Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
|
Produsz!en Data dan Walidata dapat mengajukan pem‘t':vatasan akses Data

tertentyl kepada Forum Satu Data.

Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada aylat (2) dibahas dalam
Forum Satu Data.

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh
Koordilﬁator Forum Satu Data kepada Gubernur,

Pembai::asan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:

a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pﬁsat dan Perangkat
Daerah; dan

b. pej%abat pengelola informasi dan dokumentasi |atau pejabat yang
ber|tanggung jawab di bidang penyimpanan, | pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk

Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah.

Data 3|fang disebarluaskan dapat diakses melalui Portal Satu Data yang

terinte;grasi dengan SPBE Provinsi.

‘ Pasal 26

Instan:si Pusat dan Perangkat Daerah yang mengakseﬁl; Data di Portal Satu
Data tidak dipungut biaya. 5

Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu
Data fidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama,
dan/ éltau dokumen surat pernyataan.

Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah
sebagg.imana dimaksud pada ayat (1) dilaksanak&n sesuai ketentuan
peratlllran perundang-undangan.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 27

Koorcliinator Forum Satu Data dapat melaksanakan kerja sama dalam

perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta| penyimpanan dan
penyebarluasan Data.
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(2) Kerjasar'na sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:

a. Pern!erintah Daerah lain;

b. Perg'uruan Tinggi; dan/atau
c. Lembaga penelitian, masyarakat dan pihak lain.

(3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada airat (2) dilaksanakan

sesuai élengan ketentuan peraturan perundang- undangan

| BAB VII
| PENDANAAN

‘ Pasal 28

| .
Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:
a. Anggar:an Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

| BAB IX
| KETENTUAN PERALIHAN

i Pasal 29

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokull'nen surat pernyataan
Pemerintah Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau
pemanfazitan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan
Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan mempuhyaj kekuatan hukum
meng1kat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
pengundangan Peraturan Gubernur ini. l|

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

| Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. kebij‘lslkan Pemerintah Daerah dan semua peraturan G!Jbernur yang mengatur

mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan
dinya:xtakan masth tetap berlaku sepanjang tidak |bertentangan dengan
Peraturan Gubernur ini; dan

b. kebijlfakan Pemerintah Daerah dan semua peraturan Gubernur yang mengatur
mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini terhitung
sejal|< Peraturan Gubernur ini diundangkan.
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Pasal 31
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 November 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
ttd

MUHAMMAD SA’BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM




